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BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Gambaran umum obiek penelitian

Sebagai salah wujud komitmen Pemerintah terhadap iklim usaha di
daerah. telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayananan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Perizinan Terpadu.

Untuk menindak lanjuti dari Peraturan tersebut diatas. maka Pemerintah
Kabupaten Bungo Tahun 2007 membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap
(UPTSA) dibawah naungan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bungo. dan pada Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Bungo
merubah Unit pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) menjadi Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu. Peningkatan status ini bertujuan semua proses
perizinan vang selama ini penyelenggaraannya tersebar dibeberapa
Dinas/instansi disatu pintukan penyelelenggaraannya agar memudahkan para
pelaku usaha (investor) masyarakat untuk memiliki legalitas usahanya. Pada
tahun 2011 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menambah satu bidang

kewenangan wajib yaitu Bidang Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan
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Daerah Nomor 2 Tahun 2011 menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bungo kembali meningkatkan
statis Kantor Pelavanan Perizinan Ternadn dan Penanaman Maodal meniadi
Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu hal ini
sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012. Tujuan di bentuknya
Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelavanan Perizinan Ternadu
Kabupaten Bungo adalah dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi
pelanggan pelayanan (pelaku usaha/ masyarakat) di Kabupaten Bungo yang
memerlukan berbagai pelayanan perizinan secara lebih mudah, transparan.,
cepat dan pasti.

Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Bungo merupakan salah satu Satuan Keria Perangkat Daerah yang
diberikan kewenangan oleh Bupati Bungo dalam melakukan pelayanan yang
terkait dengan perizinan dalam bentuk satu pintu. Lembaga ini merupakan
ujung tombak pelayanan dibidang perizinan dimana pelanggan hanya datang
kesatu tempat ke Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Bungo bertemu dengan petugas front office (Customer
Service) saja untuk mengajukan permohonan berbagai izin usaha atau
investasi yang diperlukan dan tidak perlu mendatangi berbagai instansi untuk
mendapatkan izin dan dilembaga tersebut pula izin yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten akan diterima oleh pelanggan pelayanan (pelaku

usaha/masyarakat).
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Tujuan pembentukan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan
Perizinan Ternadu Kabupnaten Bungo nada dasarnva untuk menvederhanakan
birokrasi pelayanan khususnya perizinan dan non perizinan dalam bentuk :

1. Mempercepat waktu penyelesaian penerbitan dokumen perizinan.

2. Menekan biava nelavanan.

3. Menyederhanakan persyaratan dengan mengembangkan perizinan parallel
akan berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.
Dan juga diharapkan akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi
masyarakat di daerah melalui terciptanya iklim investasi yang lebih
kondusif dan kualitas perizinan yang lebih efektif dan efesien.

2. Visi, Misi, Motto Dan Maklumat Pelavanan
a. Visi

Visi Merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin di
capai oleh organisai pada akhir periode perencanaan. Visi Memberikan
gambaran konsitensi kinerja organisasi selama 5 (Lima) Tahun
mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi
suatu organisasi. Dalam penentuan visi di pertimbangkan beberapa
kriteria sebagai berikut :

a. harus dapat memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan

kineria dan peranan organisasi

b. harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang

ingin di wujudkan oleh organisasi

c. harus ditetapkan secara rasional realistis dan mudah dipahami

d. harus dirumuskan secara singkat, padat, dan mudah di ingat
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e. harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian.
Sebagaimana peniabaran dari tuiuan dan sasaran pembangunan
daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah
(RPJIMD) Tahun 2012-2016 tercantum Visi Kabupaten Bungo adalah
Bungo MAS. Mandiri Aman Seiahtera. Dengan memnerhatikan Visi
tersebut serta memperhatikan paradigma kondisi yang akan dihadapi
pada masa yang akan datang serta sesuai dengan tugas pokok dan
fingsinva. maka Visi Radan Penanaman Mandal Daerah dan Pelavanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo adalah “Meningkatnya Investasi
Melalui Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas.

Dalam Pernyataan Visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai
berikut:

a. Meningkatnya Investasi dalam rangka mendorong pemanfaatan,
pengolahan dan promosi potensi, produk unggulan Daerah. sumber
daya yang berdaya saing (Kompetitif).

b. Pelayanan perizinan yang berkualitas meningkatkan kualitas pelayanan
administrasi perizinan menjadi lebih baik (tepat waktu. jelas aturan
mekanisme dan prosedur, mudah, akuntable dan transparan).

Dengan Visi tersebut badan Penanaman Modal Daerah dan
Pelavanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo diharapkan mampu
berperan sebagai motor penggerak dalam peningkatan investasi di
Kabupaten Bungo melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan yang
berkualitas.

b. Misi
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Secara umum misi merupakan sesuatu yang harus di emban atau
dilaksanakan sesuai dengan Visi vang telah ditetapkan agar tuiuan
organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Dalam penentuan Misi, telah mempertimbangkan beberapa kriteria
sehagai berikut:

1. harus selajan dengan upaya pencapaian Visi organisasi dan berlaku
pada periode tertentu

7. harus danat menggambarkan peniabaran Renstra orpanisasi di atasnya
(RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bungo) serta tugas-tugas/K ewenangan
organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang/undangan terkait.

3. harus dapat menggambarkan tindakan di sesuaikan dengan tugas pokok
dan fungsi organisasi.

Dengan demikian untuk mendukung terwujudnya VISI Badan
Penenaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Bungo mengemban MISI sebagai berikut :

a. Meningkatkan minat investasi dan kerjasama dunia usaha

b. Meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan kepada pengguna layanan.

c. Mewujudkan kompetensi aparatur Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan menjadi tenaga yang trampil dan berkualitas dalam bidangnya
(profesional).

d. Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah baik dari sektor Pajak
Daerah maupun dari Retribusi Daerah.

e. Meningkatkan peran serta masyarakat dan investor didalam membangun

perekonomian masyarakat.
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f. Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi.
c. Motto Pelavanan

Motto Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut “LEBIH CEPAT
T.ERTH BATK*,
d. Maklumat Pelayanan
Maklumat Pelavanan merunakan nernvataan kesanggupan dan kewajiban
penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan pelayanan sesuai
dengan Standar Pelayanan. Hal-hal yang perlu dimuat dalam Maklumat
Pelayanan adalah :
1. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan

sesuai dengan Standar Pelayanan secara konsisten.
2. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi apabila memberikan
pelayanan tidak sesuai Standar Pelayanan.
Maklumat Pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Bungo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Maklumat Pelayanan Badan
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Bungo, adalah sebagai berikut : “Kami para Penyelenggara Pelayanan
pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Bungo dengan ini berjanji“
a. Sanggup Menjalankan Tugas pelavanan sesuai dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan.

b. Penyelesaian izin yang cepat, mudah, transparan dan pasti.
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c. Pelayanan yang dimengerti dan tidak berbelit-belit.

d. Memberikan nelavanan secara tulus dengan 3-S (Senvum. Salam dan
Sapa) dan Profesional.

e. Berpegang teguh pada aturan, nilai dan moral dan prinsip — prinsip
pelayanan (Kesederhanaan. Kejelasan dan kepastian. Keamanan.
Keterbukaan, Efesiensi, Keadilan yang merata, dan Ketepatan waktu).

f. Sanggup menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku apabila tidak menepati janii ini.

B. Kebijakan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Bungo
1. Standar Pelayanan
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai
dengan asas penvelenggaraan pemerintahan vang baik dan guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait,
dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik
wajib menetapkan standar pelayanan. Badan Penanaman Modal Daerah dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo merupakan salah satu
institusi yang dibentuk untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan
dibidang penanaman modal dan perizinan. telah menetapkan Keputusan
Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penetapan Standar
Pelayanan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Bungo.
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2. Kelembagaan
a. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal
Daerah dan Pelavanan Perizinan Terpadu Kabunaten Bungo.
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan
pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara
ternadu dengan prinsin koordinasi. integrasi. sikronisasi simnlikasi.
keamanan dan kepastian serta menyusun dan melaksanakan kebijakan
daerah dibidang penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Badan Penanaman Modal
Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo
mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan administrasi
perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.

b. Penyelenggaraan administrasi perizinan dan non perizinan serta
penanaman modal.

c. Pelaksanaan proses pelayanan perizinan dan non perizinan dan
koordinasi penanaman modal.

d. Pemberian dukungan atas penyvelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang perizinan, non perizinan dan penanaman modal.

e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan perizinan dan
non perizinan serta dibidang penanaman modal dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
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b. Susunan Organisasi
1Y Kepala Badan.
2) Sekretariat membawahkan :
3) Bidang Penanaman Modal membawahkan :
4) Bidang Perizinan membawahkan : Tim Teknis
5) Bidang Informasi, Pengaduan dan Pengendalian membawahkan :
6) Bidang Dokumentasi dan Pelaporan membawahkan :
7V UPTR.
8) Kelompok Jabatan Fungsional.
¢. Sumber Daya Manusia
Sumber Dava Manusia dalam hal ini Pegawai Negeri Sioil vang
ditugaskan/ditempatkan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo sebanyak 27 orang.

3. Hak, Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Dan Kewajiban, Larangan
Dan Prilaku Pelaksana Pelayanan
Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan pada Badan
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Bungo telah ditetapkan kode etik kepegawaian dengan Keputusan Kepala
Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Kode Etik
Kepegawaian bagi Penyelenggara dan Pelaksanan Pelayanan Badan
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Bungo yang berisikan muatan Hak dan Kewajiban Penyelenggara
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Pelayanan, Kewajiban, Larangan dan Perilaku Pelaksana Pelayanan dan
Sanksi bagi Penvelenggara dan Pelaksana Pelavanan sebagaimana
terlampir, yang harus dilaksanakan dan dipatuhi sebagai pedoman untuk
melaksanakan tugas pokok yang dibebankan.
4. Sarana Dan Prasarana/Fasilitas

Sarana pelayanan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan
Pelavanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo dapat berbentuk berbagai
fasilitas, peralatan kantor yang digunakan dalam proses memproduksi,
menyediakan, atau memberikan pelayanan seperti meja, kursi, dan fasilitas
pvendukung lainnva. Sedangkan prasarana nada Badan Penanaman Modal
Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo dapat berupa
berbagai fasilitas atau peralatan yang mendukung dan melengkapi
herfungsinva sarana nenvelengearaan nelavanan secara bhaik dan ontimal.
antara lain : Instalasi listrik. Air. Dan Ruang kerja (Ruang Kaban, Ruang
Sekretaris, Ruang Kepala Bidang, Ruang Kepala Sub Bagian, dan Ruang
Kenala Sub Bidang. dan lain-lain.

5. Sistem Informasi Pelayanan Publik

Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap
nenvelengearaan nelavanan nublik nerlu diselengearakan sistem informasi
pelayanan, untuk itu bagi penyelenggara pelayanan publik berkewajiban
mengelola sistem informasi pelayanan publik yang berisi semua informasi
pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan
kepada masyarakat secara terbuka dan dapat diakses. Sistem informasi

terdiri atas sistem informasi elektronik atau non elektronik. Pada saat ini di
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Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Bungo sistem informasi vang digunakan masih non elektronik.
dan untuk tahun 2013 telah dianggarkan untuk pembuatan jaringan
teknologi informasi secara elektronik.

6. Jenis — Jenis Pelavanan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 36 Tahun 2009
tentang Pelimpahanan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non
Perizinan dilingkungan Pemerintah Kabunaten Rungo. Jenis — ienis
pelayanan yang dilaksanakan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut :
Legalisir Dokumen Perizinan, Informasi, dan lain-lain.

7. Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan perizinan merupakan
rangkaian proses tata kerja satu sama lain sehingga menunjukan adanya
tahapan secara jelas dan pasti yang harus ditempuh dalam rangka
penyelesaian pelayanan perizinan. Sistem, Mekanisme dan Prosedur ini
bersifat sederhana. tidak berbelit-belit mudah dipahami dan mudah
dilaksanakan.

Prosedur pelayanan perizinan yang dilaksanakan pada Badan
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Bungo mulai dari proses permohonan masuk sampai dengan pengambilan
surat Keputusan Perizinan di Petugas Front Office (Customer Service).

8. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
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Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan adalah tata cara
nelaksanaan nenanganan nengaduan dan tindak laniut. Merunakan
mekanisme pengelolaan pengaduan, masukan berupa kritikan, saran/usulan
dari masyarakat sebagai sebagai reaksi terhadap permasalahan yang terjadi
dalam penyelenggaraan pelayanan. Masukan masvarakat nenting untuk
dikelola secara proporsional sebagai bahan untuk koreksi dan upaya
perbaikan kebijakan pelayanan kedepan.

Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan
yang diberikan telah disediakan» akses kepada masyarakat untuk
memberikan informasi dalam bentuk pengaduan pelayanan, maka Badan
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Bungo telah membuat tata cara penanganan pengaduan pelayanan yaitu
sebagai berikut :

a. Pengaduan dari masyarakat/setiap orang yang dirugikan atau pihak
lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya (pengadu/pelapor)
mengenai penyelenggaraan pelayanan dapat di sampaikan secara lisan
atau tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo melalui petugas yang
menangani urusan pengaduan baik secara langsung atau melalui media
yang tersedia baik itu memalui surat, telepon. sms maupun kotak
pengaduan;

b. Petugas penerima pengaduan melakukan pengumpulan data dan

mempelajari laporan pengaduan:
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c. Petugas penerima pengaduan memberikan keterangan kepada
pelanggan yang memberikan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis
berdasarkan data yang tersedia di Badan Penanaman Modal Daerah
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo;

d. Untuk pengaduan yang memerlukan pemeriksaan lapangan kemudian
disampaikan kepada pejabat yang menangani pengaduan pada Badan
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Bungo:

e. Pejabat yang menangani pengaduan pada Badan Penanaman Modal
Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu berkoordinasi dengan Tim
Kerja Teknis untuk melakukan pemeriksaan lapangan sesuai dengan
laporan pengaduan;

f. Melakukan pembahasan terhadap hasil pemeriksaan lapangan
kemudian ditindaklanjuti oleh Pejabat yang menangani urusan
pengaduan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan
Perizinan Terpadu dengan membuat draft surat tanggapan/jawaban
yang memuat kesimpulan dan saran penanganan masalah kemudian
disampaikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo untuk ditandatangani;

Surat  tanggapan/iawaban  kemudian  dikirimkan  kepada

®

pengadu/pelapor dan instansi terkait.
9. Evaluasi Kinerja Pelayanan Dan Penerapan Sanksi
Pelaksanaan evaluasi kineria terhadap pelaksanaan pelayanan

perizinan dan penanaman modal dilakukan melalui :
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a. Pelaksanaan Rapat staf lengkap melalui pertemuan secara berkala setiap
3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi yang telah diberikan dan untuk segera ditindak lanjuti apabila
terdapat kendala dan permasalah baik dalam pemberian pelayanan
perizinan maupun tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan
sekretariat.

b. Melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan
melibatkan petugas surveyor terdiri dari Petugas Tim Survey
BPMDP2T kepada orang atau badan atau perusahaan yang pernah
mendapatkan pelayanan perizinan di BPMDP2T yang dilaksanakan 1
tahun sekali.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimaksud untuk mengetahui
tingkat Kinenia Pelayanan pada pada Badan Penanaman Modal Daerah
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo ditentukan oleh
tingkat kepuasan masyarakat. Dan kepuasan masyarakat dapat dicapai
apabila masyarakat menerima pelayanan sesuai dengan yang
dibutuhkan atau diharapkan.

Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat pada pada Badan Penanaman
Modal Daerah dan Pelavanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo baru
dilaksanakan pada tahun 2012 dengan mempedomani Undang -
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 21
huruf n. pasal 23 ayat (4) huruf f dan Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2009 tentang tatacara

Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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di Bidang Penanaman Modal yang menyatakan salah satu metode
evaluasi atas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

c. Melakukan Penilaian Mandiri (Self Assessment) tahun 2012 terhadap
kinerja pelayanan dengan melakukan penilaian terhadap 3 (tiga) aspek
yaitu :

1. Aspek Sumber Daya dengan komponen penilaian :

2. Aspek Sarana dan Prasarana

3. Aspek Kelembagaan
Dari hasil penilaian kumulatif kualifikasi diatas melalui Penilaian
Mandiri (Self Assessment) Badan Penanaman Modal Daerah dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo mendapatkan nilai
akhir dari 3 (tiga) aspek yaitu 45,43.

d. Melakukan penilaian kinerja pelaksana pelayanan dan bagi pelaksana
pelayanan vang dalam pelaksanaan tugas bertugas dengan penuh rasa
tanggungjawab disiplin, loyalitas terhadap atasan, jujur, kerjasama dan
prakarsa/inisiatif baik maka akan diberikan suatu penghargaan dan bagi
pelaksana pelayanan dalam melaksanakan tugasnya melakukan hal-hal
yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku akan diberikan sanksi
sesuai dengan Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik Pasal 54 avat (1). Avat (2). avat (3(. avat (4). avat (5). avat (6).
ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), Sanksi bagi Penyelenggara dan Pelaksana

Pelayanan.
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e. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan
investadi PMA dan PMDN yang menanamkan modalnya di Kabupaten
Bungo.

f. Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

g. Membuat Laporan Hasil Ketetapan Kinerja Tahunan kepada Bupati
Bungo.

C. Analisis Hasil Penelitian
1. Analisa Lingkungan Internal Dalam Badan Modal Daerah dan
Pelayanan Perizinan Terpadu
Kondisi lingkungan internal yang mempengaruhi pencapaian visi dan
misi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Bungo dikelompokkan sebagai kekuatan dan kelemahan sebagai
berikut:
1) Kekuatan

Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 26 Tahun

2012 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Badan Penanaman

Modal Daerah dan Pelavanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo vang

ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 04 Tahun 2013

tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Organisasi Badan. Penanaman Modal

Daerah dan Pelavanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Bungo:

a. Aparatur BPMD dan PPT Bekerja secara profesional, memeliki

integritas, edikasi dan komitmen yang tinggi.
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b. Pola kerja di BPMD&PPT Kabupaten Bungo yang sistimatis dan
teriadwal sehingga bisa memberikan hasil vang ontimal. efisien dan
efektif.

c. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf
sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

d. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif
cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas.

2) Kelemahan

a. Belum terpenuhnya pelatihan-pelatihan teknis bagi aparatur yang
memadai.

b. Dalam pelaksanaanya, peerencanaan pembangunan lewat Musrenbang
masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini
karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu
vang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya
menjalani dan mengatur koordinasi antar intansi dalam perencanaan.

c. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis
dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan
pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan

d. Belum Optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan.

2. Analisa Lingkungan Eksternal Penanaman Modal Daerah dan

Pelayanan Perizinan Terpadu
Kondisi lingkungan eksternal yang mempengaruhi pencapaian visi dan

misi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu
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Kabupaten Bungo dikelompokan sebagai peluang dan tantangan sebagai
berikut:
1) Peluang
a. Sistem dan hirokrasi Pemerintah Kabunaten Bungo sudah mulai tertata
dengan baik yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
b. Kepemimpinan Kepala Badan yang visioner, berkomitmen dan
berintegritas sehingga mencintakan pembangunan vang berpartisipatif
di Kabupaten Bungo.
c. Hubungan yang harmonis dengan instansi yang lain dan juga dengan
para nemangku kenentingan (stakeholders).
d. Ditetapkannya peraturan daerah tentang RPJMD Kabpaten Bungo tahun
2014-2015 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan
di Kabunaten Rungo.
2) Tantangan
a. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan
vang sering kali saling bertentangan dan hal tersebut harus ditampung
dan diperhatikan
b. Masih adanya aparatur pemerintahan dan juga kelompok masyarakat
yang belum memahami arti penting dan proses perencanaan
pembangunan partisipatif.
3. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan
Faktor-faktor kunci keberhasilan adalah faktor-faktor yang sangat
berpengaruh dalam pencapaian fujuan sehingga berfungsi untuk lebih

memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian misi dan tujuan
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secara efektif dan efisien. Liputannya cukup luas serta sangat erat kaitannya
dengan pencapaian visi dan misi. dan sangat mempengaruhi tingkat
keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan misinya.

Berdasarkan analisa tersebut diperoleh kesimpulan faktor-faktor kunci
keberhasilan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelavanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Bungo sebagai berikut:

1. Memantapkan peran strategis dalam upaya pengembangan manajemen
nemerintahan.

2. Memantapkan hubungan kerja dengan perangkat daerah dalam upaya
penerapan prinsip-prinsip good governance.

3. Pengembangan kapasitas organisasi sebagai upava mengantisipasi
tuntutan akuntabilitas publik.

4. Pemanfaatan teknologi informatika guna menunjang pelaksanaan tugas
nemerintahan dan nembangunan.

5. Pemanfaatan lembaga provider yang relevan dalam rangka

meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur.

D. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Kewenangan Perizinan Badan Penanaman Modal Daerah dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo
Kewenangan perizinan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo didasarkan pada

kebijakan publik yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
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2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal
Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo Tahun 2013.

Guna melaksanakan kewenangan berdasarkan kebijakan publik
tersebut maka dibutuhkan perencanaan strategis. Perencanaan strategis
merupakan suatu proses yang meliputi serangkaian rencana, program dan
kegiatan mendasar yang ditetapkan oleh manajernen puncak agar dapat
diimplementasikan oleh sejumlah jajaran organisasi dalam rangka
mencapai tujuan vang telah ditetapkan. Sebagai pedoman pencapaian
tujuan, perencanaan strategis Badan Penanaman Modal Daerah dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo memiliki dimensi-
dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Keterlibatan Pimpinan Puncak

Salah satu ciri rencana strategis adalah bersifat makro, yakni
menyangkut seluruh segi kehidupan organisasi sehingga menciptakan
aspek manfaat untuk menghadapi lingkungan yang berubah. Karena
karakteristiknya yang unik, maka keterlibatan pimpinan puncak
merupakan suatu keharusan vang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Dengan kata hanya melalui nuansa leadership Kepala Badan
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat
menvatukan semua pemikiran vang berkembang di bawahnva ke arah
pencapaian vsi dan misi.

2. Dimensi Alokasi Dana, Sarana Dan Prasarana
Dalam instansi pemerintah atau oreanisasi pada umurnnva. sering

suatu unit kerja merasa bahwa merekalah yang paling penting
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dibandingkan dengan unit kerja lainnya. Sehingga menganggap bahwa
sudah sewajarnya bila sebagian sumber dana. sarana dan prasarana serta
pegawai dialokasikan lebih besar pada unit kerja mereka. Agar terjadi
suasana kewajaran dan saling menunjang antar semua unit di Badan
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Bungo mengalokasikan Tugas Pokok dan fungsi serta bahan kerja yang
disepakati bersama dengan diarahkan oleh Kepala Badan.

3. Dimensi Waktu

Salah satu ciri atau karakteristik rencana strategis adalah jangkauan
waktunya vang relatif jatuh ke depan. yakni dapat berarti lima tahun.
sepuluh tahun atau lebih dari itu. Dalam kerangka ini kurun waktu yang
ditetapkan adalah 5 tahun ke depan, yakni 2011 — 2016. Yang patut
diperhatikan adalah bahwa dengan rencana strategis berarti pimpinan
puncak telah ‘bingkai” organisasi untuk suatu kurun waktu jangka
panjang. Dalam kurun waktu tersebut citra organisasi akan dipertaruhkan
terutama yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi vang telah
ditetapkan.

Perumusan perencanaan strategis Badan Penanaman Modal Daerah
dan Pelavanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo mengikuti pola vang
merupakan tahapan-tahapan kegiatan dan yang paling ideal/kualitatif
sarnpai dengan yang paling teknis/kuantitatif.

Kewenangan Perizinan Badan Penanaman Modal Daerah dan
Pelayanan Perizinan Terpadu juga berdasarkan strategis tugas pokok dan

fungsi yaitu terdiri atas:
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1. Kewenangan Perizinan berasal dari analisis lingkungan internal
a. Faktor Kekuatan (Strone)

Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2

Tabun 2011 tentang Susunan Organisasi Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bungo yang

ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 48 Tahun

2011 tentang Uraian tugas dan fungsi organisasi Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bungo yang

diperbaharui dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013.

1. Aparatur BPMD dan PPT bekerja secara profesional, memiliki
integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.

2. Pola kerja di BPMD dan PPT Kabupaten Bungo yang sistematik
dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal,
efisien. dan efektif.

3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan
staf sehingga tercipta suasana kerja vang kondusif dan nyaman.

4. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang
relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas —
tugas.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)
1. Belum terpenuhinya Pelatihan-pelatihan teknis bagi aparatur yang
memadai.
2. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat

musrenbang masih belum tepat waktwbelum sesuai jadwal vang
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ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang

membutuhkan siklus waktu vang paniang. dalam rangkaian

kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur
koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.

3. Belum tersedianva data nembangunan vang tersusun secara
sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam
perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan

4. Relum Onfimalnya nartisipasi  masvarakat  dalam  nproses
perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Bungo sudah
mulai tertata dengan baik yang berhubungan dengan pelayanan
masyarakat.

2) Kepemimpinan Kakan yang visioner, berkomitmen dan
berintegritas schingga menciptakan pembangunan yang
berpatisipatif di Kabupaten Bungo.

3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan
para pemangku kepentingan (stakeholders),

4) Ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten
Bungo Tahun 2012 — 2016 yang merupakan pedoman bagi
perencanaan pembangunan di Kabupaten Bungo.

b. Faktor Ancaman (Threat)
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1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai
kepentingan vang seringkali saling bertentangan. Dari hal
tersebut harus ditampung dan diperhatikan.

2. Masih adanya aparatur pemerintahan dan juga kelompok
masvarakat vang belum memahami arti nenting dan proses
perencanaan pembangunan parsitipatif.

3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat
vang hernengaruh nada nola nikir dan nola tindak  dan
masyarakat di Kabupaten Bungo.

4. Stabilitas keamanan dan ketertiban yang tidak kondusif akan
berpengaruh terhadap proses pembangunan.

Kewenangan BPMD dan PPT dengan jelas terurai dalam Peraturan
Bupati Nomor 4 Tahun 2013 dimana terdapat tugas kepala BPMD dan
PPT, Kepala Bidang dan Sub Bidang. Guna menunjang efektifitas
kewenangan maka diperlukan perencanaan strategis. Pola perencanaan

strategis tersebut dapat dijelaskan sebagaimana digambarkan berikut ini:
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Pola Penyusunan Perencaraan Strategis
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Penelitian terhadap kewenangan dan perijinan terkait dengan
Pendidikan Pelatihan SDM Perencanaan diperlukan karena bagian
perencanaan pada BPMD dan PPT Kabupaten Bungo sesuai dengan
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 bertugas menyusun dan mengkaji
rencana umum, rencana strategis dan rencana keria pelayanan perijinan

dan non perijinan.

2. Hambatan dalam pelaksanaan kewenangan Perizinan Badan

Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Bungo
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Terdapat Kelemahan-tantangan dalam pelaksanaan kewenangan
Perizinan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelavanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Bungo, yang terdiri atas:

1. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai
akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya.

2. Masih adanya anggapan kurang pentingnya pelaksanaan Musrenbang,
dan antipati terhadap proses perencanaan dalam Musrenbang.

3. Bergesernya penampungan aspirasi masyarakat sebagai wujud dan
bottom up planning dan musrenbang ke mekanisme lain yang kurang
sesuai aturan (cenderung ke “jalan pintas™).

4. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan
monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

5. Kurangnya pemanfaatan sumber daya perencanaan, baik hardware,
software. maupun brainware.

Adapula masalah mendesak yang harus segera diselesaikan atau
paling tidak diminimalisir adalah sebagai berikut:

1. Belum adanva diklat SDM perencanaan.

2. Belum optimalnya koordinasi antar seksi, dan antar SKPD yang salah

satu akibatnya adalah belum tepatnya jadwal perencanaan,

3. Lemahnva komitmen muiti pihak dan kapasitas kelembagaan

perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifnya
proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh

ialan pintas (shortcutting).
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Berdasarkan wawancara dengan Kepala Badan Penanaman Modal
Daerah dan Pelavanan Perizinan Terpadu. Kepala Badan mempunyai
tugas pokok memimpin, dan menyelenggarakan tugas-tugas pengaturan,
pembinaan, pengawasan serta pengendalian seluruh kegiatan Badan dari
Menvusun dan melaksanakan kebiiakan Daerah dibidang penanaman
modal dan melaksanakan koordinasi serta menyelengarakan pelayanan
administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan
prinsin koordinasi, integrasi. sinkronisasi. simplikasi. keamanan dan
kepastian.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. oengelolaan administrasi umum melibputi penvusunan program.
ketatalaksanaan, ketatatusahaan, keuangan, kepegawaian, rumah
tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan.

b. perumusan kebiiakan teknis dibidang penanaman modal dan
pelayanan perizinan dan non perizinan;

c. penyusunan serta pelaksanaan rencana kerja bidang penanaman
modal dan pelavanan perizinan dan non perizinan:

d. pelaksanaan koordinasi penanaman modal dan pelayanan perizinan
dan non perizinan.

e. fasilitasi promosi dan pergembangan serta keriasama penanaman
modal.

f. penyelenggaraan pelayanan administrasi serta pemprosesan dan

penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan:
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g. fasilitasi penyuluhan, pemberian dan penyebaran informasi di bidang
penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

h. pengkoordinasian penananan pengaduan masyarakat di bidang
penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

i. pelaksanaan pembinaan. pemantauan. pengawasan di bidang
penanaman modal dan pelayanan perizinan non perizinan;

j. pendokumentasian dan pelaporan kegiatan di bidang penanaman
modal pelayanan perizinan:

k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Perizinan, membawahkan: Tim Teknis. Tim teknis
mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengkajian dan
penelahaan secara teknis setiap permohonan perizinan dan non
perizinan serta memproses perizinan dan non perizinan. Tim Teknis
dalam menjalankan tugasnya dibawah koordinasi Kepala Bidang
Perizinan. Anggota Tim Teknis terdiri dari pegawai Badan Penanaman
Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan/atau pegawai dari
satuan kerja Perangkat Daerah Teknis terkait.

Menurut Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan
Perizinan Terpadu. hambatan dalam Pelavanan Perizinan Terpadu adalah
adanya perizinan yang masih diberikan oleh SKPD lain, yaitu:

1. Dinas Pekerjaan Umum mengeluarkan izin IMB.
7. Bagian Fkonomi Migas vang herada pada Sekretaris Daerah

mengeluarkan izin Migas.
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3. Dinas Energi dan Mineral mengeluarkan penetapan terhadap
nertambangan rakvat.
4. Kantor Lingkungan Hidup mengeluarkan ijin Amdal
Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perizinan diperoleh
jawaban mengenai tugas nokok dan funesi vaitu bertangeungiawab
kepada Kepala Badan. Bidang Perizinan mempunyai tugas pokok
melaksanakan program dan kegiatan bidang Perizinan dan Non
Perizinan.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Perizinan mempunyai fungsi:
a. penyusunan dan pengkaijian rencana umum, rencana strategis dan
rencana kerja bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
b. penyusunan dan pengkajian prosedur dari pedoman teknis
pelayanan perizinan dan non perizinan;
c. pengkajian dan pengembangan pelayanan perizinan dan non
perizinan
d. pengarahan penerimaan berkas permohonan perizinan dan non
perizinan;
€. penyelenggaraan pemprosesan dan pengelolaan perizinan dan non
perizinan;
f. pengelolaan pemungutan biaya perizinan dan non perizinan;
g. pengkoordinasian lintas sektor bidang perizinan dan non perizinan;
h. pengkoordinasian pelaporan hasil pemprosesan perizinan dan non

perizinan;
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i. penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan aplikasi yang
dibutuhkan:

J- pengendalian arus data masukan dan keluaran;

k. pembinaan administrasi. pengolahan dan penvaiian data bidang
perizinan;

1. pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan:

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.

Menurut Kepala Bidang Periiinan pada BPMD dan PPT
masalahnya adalah bahwa Peraturan Bupati belum dicabut tentang tugas
pokok dan fungsi SKPD seperti pekerjaan umum dalam hal IMB. Dalam
nelaksanan tugas Pelavanan Perizinan Ternadu hambatan vang teriadi
ialah ketiadaan SDM pada Dinas pekerjaan Umum yang ditempatkan
pada Kantor BPMD dan PPT Kabupaten Bungo, jadi mulai dari Dinas
Pekeriaan TImnm. Ragian Fkonomi Sekda Kabinaten Rungo. dan Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kantor Lingkungan Hidup belum
menempatkan PNS pada Kantor BPMD dan PPT. Kemudian masalah
lainnva masvarakat serine mengeluh terhadan Pelavanan Perizinan
Terpadu.

Dari hambatan-hambatan dan masalah yang ada maka solusinya
adalah merekrut SDM sebanvak-banyak dari SKPD vang ada serta

membuat Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD di
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Kabupaten Bungo agar Pelayanan Perizinan Terpadu dapat berjalan
secara maksimal.

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Kepala Bidang Informasi,
Pengaduan dan Pengendalian vang mempunyai tugas pokok
melaksanakan program dan mengkoordinasikan kegiatan informasi serta
penanganan pengaduan dan pengendalian di bidang Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Fungsinya:

a. penyusunan dan pengkajian rencana strategis dan rencana kerja
bidang Informasi, Pengaduan dan Pengendalian;

b. penyusunan. penvediaan dan pemberian informasi bidang
Perianaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

c. penyusunan dan pengkajian prosedur dan pedoman teknis pengaduan
informasi bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan.

d. pengendalian pelayanan pengaduan masyarakat bidang penanaman
modal dan pelavanan perizinan dan non perizinan melalui surat.
kotak pengaduan, telepon, sms dan e-mail.

e. pengkoordinasian penyelesaian pengaduan masyarakat bidang
penanaman modal dan pelavanan perizinan melalui koordinasi
dengan instansi terkait.

f. pengkoordinasian penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
melalui Indeks Kepuasan Masvarakat (TKM).

g. Pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan bidang

penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
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h. pembinaan administrasi, pengelolaan dan penyajian data bidang
informasi, pengaduan dan Pengendalian

i. pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan;

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi, Pengaduan dan Pengendalian, membawahkan:
Subbidang Informasi dan Pengaduan: dan Subbidang Pengendalian.
Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Informasi dan Pengaduan.

Subbidang Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas pokok
melaksanakan tugas program dan kegiatan Subbidang Informasi dan
Pengaduan. Untuk melaksanakan tugas Subbidang Informasi dan
Pengaduan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja subbidang Informasi dan Pengaduan
penanaman Modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan:

b. penyusunan prosedur dan pedoman teknis Informasi dan Pengaduan
penanaman Modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;

¢. penvusunan. nenvediaan dan pemberian informasi bidang Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

d. penyusunan dan pengkajian prosedur dan pedoman teknis pengaduan
informasi bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan.
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e. pengendalian pelayanan pengaduan masyarakat bidang penanaman
modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui surat
kotak pengaduan, telepon. sms dan e-mail.

f. pengkoordinasian penyelesaian pengaduan masyarakat bidang
penanaman modal dan pelayanan perizinan melalui koordinasi
dengan instansi terkait.

g. pengkoordinasian penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

h. koordinasi bidang kerjasama penanaman modal dengan instans
terkait;

i. pelaksanaan administrasi, pengolahan dan penyajian data subbidang
Informasi dan Pengaduan;

j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;

k. pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan oleh atasan sesuai
dengan hidang tugas dan fungsinya.

Subbidang Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan
tugas program dan kegiatan Subbidang Perigendalian. Untuk
melaksanakan tugas Subbidang Pengendalian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja subbidang Pengendalian bidang
penanaman Modal dan pelavanan perizinan dan non perizinan:

b. penyusunan serta pengkajian prosedur dan pedoman teknis
Pengendalian bidang / penanaman Modal dan pelayanan perizinan

dan non perizinan:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41764.pdf
109

c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan
pelayanan perizinan dan non perizinan agar tidak menyimpang dari
ketentuan yang berlaku;

d. pelaksanaan administrasi. pengolahan dan penvaiian data subbidang
pengendalian;

e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka kesimpulannya adalah:

1. Kewenangan Perizinan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo terdapat dalam Pasal 13 Peraturan
Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Bungo Tahun 2013 yang merupakan kebijakan publik.
Kewenangan BMPD dan PPT Kabupaten Bungo sesuai tugas pokok
adalah melaksanakan program dan kegiatan bidang perizinan dan non
perizinan. Fungsinya, beberapa diantaranya, penyusunan dan pengkajian
rencana umum, rencana strategis, rencana kerja bidang rencana perizinan
dan non perizinan, penyusunan dan pengkajian prosedur dan pedoman
tekhnis pelayanan perizinan dan non perizinan, penyelenggaraan
pemprosesan dan pengelolaan perizinan dan non perizinan. Artinya
semenjak dibentuknya BPMD PPT maka semua penerbitan perizinan dan
non perizinan harus dikeluarkan oleh BPMD .PPT Kabupaten Bungo.

2. Hambatan dalam pelaksanaan kewenangan perizinan Badan Penanaman
Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo adalah
Badan ini tidak dapat memberikan perizinan karena tumpang tindih
pemberian perizinan yang dilakukan instansi lain diluar BPMD dan PPT

Kabupaten Bungo. Ketiadaan Peraturan Bupati yang lebih khusus
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menyangkut kewenangan apa saja yang dilakukan BPMD dan PPT di
bidang perizinan menyebabkan tidak efektifnya lembaga ini. Dalam Pasal
25 Peraturan Bupati Bungo Nomor 4 Tahun 2013 prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi serta kerja sama dalam lingkup internal dan
eksternal badan harus dijalankan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-

masing, namun dalam implementasi tidak berjalan dengan baik.

B. Saran
Dari hasil pembahasan atas mempermasalahan yang diangkat, maka
terdapat saran sebagai masukan untuk Badan Penanaman Modal Daerah dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo, yaitu:

1. Disarankan Semua Perizinan maupun Non Perizinan di Kabupaten Bungo
diterbitkan oleh BPMD dan PPT Kabupaten Bungo sedangkan Proses
pertimbangan teknis di dilaksanakan oleh Pejabat Instansi teknis terkait
yang tergabung dalam Tim Teknis yang dibentuk pada BPMD dan PPT.

2. Disarankan agar SKPD Kabupaten Bungo yang masih menerbitkan
perizinan dan Non Perizinan agar menyerahkan Penerbitan Perizinan ke
BPMD dan PPT dan menunjuk Pejabat SKPD terkait sebagai Tim Teknis
pertimbangan perizinan yang dibentuk oleh Bupati Bungo pada BPMD

dan PPT Kabupaten Bungo.
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